
 
 
 

 
 

PROVINSI  JAWA TENGAH 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 KABUPATEN SUKOHARJO  

 
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN SUKOHARJO 

 
NOMOR  1  TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG  

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PIMPINAN  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 KABUPATEN SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan dilantiknya Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan untuk 
mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, 

dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, 

wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan maka Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo 
perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a,  perlu menetapkan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan Atas 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sukoharjo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5898); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan 
Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4836 ) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah No 78 Tahun 2012 tentang perubahan 

keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5344); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017  

tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017  
tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata 

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 6197); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018  

tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6219); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi  Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 57); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
SUKOHARJO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA 

TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2018 Nomor 57), diubah sebagai berikut:  

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 50 diubah dan diantara  ayat 

(5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat 

(5a), sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 50 

(1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, 

menjadi anggota salah satu komisi. 

(2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-
Undang mengenai Pemerintahan Daerah. 

(3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan 
dengan mempertimbangkan perimbangan dan 

pemerataan jumlah anggota antar komisi. 

(4) Jumlah Anggota Komisi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) sebagai berikut: 

a. Komisi I  : 9 (sembilan) orang   

b. Komisi II : 11 (sebelas) orang   

c. Komisi III : 11 (sebelas) orang   

d. Komisi IV : 10 (sepuluh) orang   
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(5) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat 
paripurna atas usul fraksi pada awal tahun 
anggaran. 

(5a) Usulan jumlah anggota fraksi yang akan duduk pada 
masing-masing komisi ditentukan oleh Pimpinan 
DPRD dengan mempertimbangkan perimbangan dan 

pemerataan jumlah anggota antar fraksi. 

(6) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari 

dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat 
paripurna. 

(7) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris 

komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. 

(8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, 
dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali 

pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris 
komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

(9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, 
dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa 
jabatan yang digantikan. 

(10) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat 
dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam 

komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan 
usul Fraksi. 

 

2. Ketentuan huruf  b Pasal 100 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 100 
 

Pakaian kerja DPRD : 

a. dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan 
anggota DPRD mengenakan pakaian : 

1) Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat tidak 
akan mengambil keputusan DPRD; 

2) Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat akan 

mengambil keputusan DPRD. 

b. dalam menghadiri Rapat Paripurna Pengucapan 
Sumpah/Janji Anggota DPRD, Rapat Paripurna 

Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD, Rapat 
Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti 

Antar Waktu, Rapat Paripurna Penyampaian 
Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati dan Rapat 
Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan 

Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Hari 
Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 

pimpinan dan anggota DPRD mengenakan Pakaian 
Sipil Lengkap (PSL) dengan Peci Nasional bagi pria 
dan bagi wanita berpakaian Nasional. 

c. dalam  melakukan  kunjungan   kerja  atau  
peninjauan lapangan, Pimpinan dan anggota DPRD 
memakai Pakaian Dinas Harian (PDH)/batik. 
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d. dalam acara-acara tertentu pimpinan dan anggota 
DPRD dapat memakai pakaian daerah. 

e. diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka pada 
hari-hari biasa berlaku ketentuan sebagai berikut:  

Hari Senin sampai Rabu : Pakaian bebas rapi 

Hari Kamis dan Jumat :  Pakaian Batik. 

 

Pasal II 

 

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.       

 

Ditetapkan di Sukoharjo 
 pada tanggal  1   Oktober  2019  
  

KETUA 
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 KABUPATEN SUKOHARJO 
  
 

 
                                                                  WAWAN PRIBADI  
 

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal 1 Oktober 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 
 

ttd 

 
AGUS SANTOSA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2019 NOMOR 50 

ttd 


